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f u-Jrum Acara Pidana
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga
ucapan terima kasih kepada isteri, anak-anak dan cucu-cucu tercinta, buku
dengan judul HukumAcara Pidanainidapatditerbitkan. Maksud penerbitan
buku ini adalah untuk dijadikan oleh mahasiswa fakultas Hukum khususnya
dan pembaca pada umumya dalam memahami hukum acara pidana yang
berlaku di system peradilan pidana di Indonesia.
Penulis tidak bermaksud memberikan materi hukum acara pidana
yang lengkap, karena buku ini hanya mengacu kepada Undang-Undang
Nomor8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Huukum Acara Pidana; Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M. 14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan
Pedoman Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukm Acara Pidana dan
bahan-bahan bacaan lainnya.
Sebenarnya masih banyak surat-surat Keputusan Menteri/
Kejaksaan/ Kepolisian maupun Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat
diacu dan melengkapi dalam mempelajari hokum acara pidana di Indonesia,
oleh karena itu kepada para mahasiswa dan para pembaca dapat
menambah Pengetahuan dan wawasanya dengan mengakses surat-surat
keputusan tersebut.
Penulis sebagai penyusun buku ini rrienyadari sepenuhnya bahwa
buku ini masih penuh dengan kekurangan, tetapi penulis berharap agar
buku ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum
khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.
Salatiga, 0ktober2007
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